BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Tanggungjawab notaris atas kebenaran akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Pengertian
notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut dengan UUJN menyatakan
bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sesmuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang..

Pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris. Berbeda dengan
akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah
tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya
(Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata). Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta
otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai
kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini
sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum

dalam akta itu diakui dan dibenarkan.



B. Saran-Saran
1. Setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan akta
yang natariel sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti
yang pasti dan akurat.
2. Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena
suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi

saksi ahli bila diperlukan.



